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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Salah satu penggerak terbesar roda perekonomian di Indonesia adalah kegiatan belanja negara melalui

pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah. Aspek perpajakan yang terkaitpun merupakan potensi

penerimaan negara yang besar. Pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah diatur dengan suatu

keputusan presiden republik indonesia. Ada fenomena demi menghindari hambatan peraturan dan ketentuan

dalam proses pelaksanaan tender, banyak pihak peserta proses tender menggunakan skema SPV (Special

Purpose Vehicle) untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan barang dan/ jasa pemerintah sesuai

skenario kepentingan mereka. Tujuan membentuk dan melibatkan perusahaan SPV tersebut adalah sebagai

kendaraan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk pelaksanaan tender pemerintah. Pihak yang

menggunakan SPV sebagai kendaraan ini sulit dipastikan identitas dan keberadaannya. Akibatnya dalam

praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang terkait dengan transaksi tersebut, muncul fenomena adanya

gap antara peraturan perpajakan yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan di

lapangan. Keberadaan perusahaan SPV yang sendirian menanggung beban pajak menimbulkan fenomena

adanya usaha pengecilan beban pajak sehingga terjadi tax gap dan potential loss penerimaan pajak. Dalam

penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan perpajakan yang ada terkait dengan transaksi pelaksanaan

tender pemerintah dengan menggunakan skema SPV dengan mengambil studi kasus yang terjadi pada PT

AMZ.

<br><br>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan hak dan

kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan menggunakan

skema SPV; (2) menganalisis bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengakomodir

kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (3) menganalisis

permasalahan dan kendala yang terjadi pada kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam

pelaksanaan tender pemerintah; (4) menganalisis bagaimana seharusnya Undang-undang dan peraturan

perpajakan di Indonesia mengatur transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender

pemerintah.

<br><br>

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti

menyimpulkan bahwa (1) fenomena penggunaan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah telah

menimbulkan adanya tax gap dalam penghitungan beban pajak (2) peraturan perpajakan yang berlaku

mengatur pemajakan skema SPV tersebut dengan mekanisme biasa sesuai alur transaksinya, sehingga ketika
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PT AMZ tidak patuh menjalankan aturan perpajakan sesuai alur transaksi skema SPV, timbul kendala dalam

pelaksanaan peraturan perpajakan tersebut; (3) ketidakpatuhan PT AMZ menyebabkan pelaksanaan

pengawasan oleh administrator perpajakan menemui permasalahan dan kendala; (4) transaksi skema SPV

dalam tender pemerintah yang telah berlangsung berulang-ulang tersebut menimbulkan adanya potential loss

penerimaan pajak dan sudah saatnya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

One of the biggest economic activities that dominate Indonesian economy is the state budget through

government procurement. Taxation from the government procurement activities is also a large contribution

for the state revenue. The government procurement is stated in some rules and regulations authorized by the

President of the Republic of Indonesia. However, since some companies cannot fulfill the government

procurement qualifications, especially the government auction procurement qualifications, Special Purpose

Vehicle (SPV) companies often arise in the business. The SPV company is established to set as a dummy

company who execute the government procurement activities, used by specific person or company, in order

to gain profit from the business. Usually, the specific person or company who used SPV company as their

“vehicle” is hardly unidentifiable. Therefore, taxation problem arise in the business transaction of

government auction procurement using the SPV scheme. Researcher found there is a gap between tax

regulations and tax payers’ compliance according to the transaction. The existence of SPV company that

carry all tax burden, arise the phenomena of the tax burden manipulation and creates a tax gap and potential

loss in tax revenue. In this research, the researcher will analyze tax policy on the government auction

procurement transaction in form of SPV company scheme, using the case study in AMZ Corporation.

<br><br>

The purpose of this research is to (1) analyze the implementation of tax payers’ rights and obligations on the

transaction in form of SPV company scheme; (2) analyze how Indonesian tax regulation accommodate

transaction in government auction procurement in form of SPV company scheme; (3) analyze problems

arise from the transaction case using SPV company scheme in the government auction procurement

transaction; (4) analyze how Indonesian tax law and tax policies should regulate transaction using SPV

company scheme in government auction procurement transaction.

<br><br>

This research is a qualitative research with a descriptive design. From this research, researcher conclude that

(1) the phenomena of SPV scheme in the government auction procurement has rising a tax gap in calculating

the tax burden; (2) tax rules regulate the government auction procurement transaction in a common

regulation according to its transaction path, therefore, when AMZ Corp. did not comply its tax obligation

according to the transaction path, the problem arose in the application of tax regulation; (3) the AMZ Corp.

noncompliance behavior, increase problems and barriers in supervision acted by tax administrator; (4) the

government auction procurement transaction using the SPV scheme, arise a potential loss in tax revenue,

and urgently need a serious attention from the government.


